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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Agrarische Wet merupakan undang-undang (dalam bahasa Belanda disebut 

„wet‟) yang dibuat oleh kerajaan Belanda pada tahun 1870. Undang-undang ini 

berisi mengenai hukum tanah administratif yang diberlakukan kepada Hindia 

Belanda. Undang-undang ini merupakan landasan hukum bagi aturan-aturan yang 

akan dikeluarkan oleh pemerintah kolonial dalam kaitan pembagian atas 

penguasaan tanah-tanah baik oleh pemerintah, masyarakat pribumi maupun 

nonpribumi. “Hukum Agraria di lingkungan Administrasi Pemerintahan dibatasi 

pada perangkat peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum 

bagi penguasa dalam melaksanakan kebijakannya dibidang pertanahan” (Harsono, 

2008: 5). 

Berlakunya kebijakan ini, selain sebagai dasar hukum atas kepemilikan 

tanah, juga merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah 

terutama masyarakat pribumi. Masyarakat pribumi dilindungi haknya atas 

kepemilikan tanah dan dibebaskan dalam penggunaannya. Orang-orang Eropa 

tidak bisa dengan leluasa menguasai tanah masyarakat pribumi dengan alasan 

apapun. Larangan tersebut berlaku juga bagi pejabat pemerintah kolonial kecuali 

dalam hal-hal tertentu, seperti untuk pembangunan sarana atau perluasan kota dan 

desa. Mekanisme penguasaan tanah hanya bisa dilakukan dengan dua cara sesuai 
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dengan Undang-Undang Agraria 1870, yaitu sistem sewa dan jual beli (Muchsin 

et al, 2010: 14).  

Dengan pengertian tersebut, pada intinya Undang-Undang Agraria 1870 

merupakan peraturan dasar bagi liberalisasi ekonomi di jajahan Belanda, dimana 

penguasaan tanah tidak sepenuhnya berada ditangan pemerintah kolonial. Berbeda 

sekali dengan kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial sebelumnya, seperti 

landrent (pajak tanah) dan cultuurstelsel (sistem tanam paksa) yang menempatkan 

tanah sebagai hak milik pemerintah sepenuhnya. 

Undang-Undang Agraria 1870 merupakan awal dari liberalisasi ekonomi 

yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Kebijakan ini merupakan bentuk 

perubahan asas ekonomi dari monopoli menjadi ekonomi liberal. Maksud dari 

ekonomi liberal sebagaimana yang diungkapkan oleh Deliarnov (2007: 32) 

bahwa:  

  “...menghendaki agar pemerintah sedapat mungkin tidak terlalu banyak 

campur tangan mengatur perekonomian. Biarkan sajalah perekonomian berjalan 

dengan wajar tanpa campur tangan pemerintah. Nanti akan ada suatu tangan tak 

kentara (invisible hands) yang akan membawa perekonomian tersebut kearah 

keseimbangan”. 

 

Kekuasaan pemerintah kolonial terhadap perekonomian sedikit demi sedikit 

dikurangi dengan pembatasan kekuasaan atas tanah dan berlakunya sewa dan jual 

beli tanah. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah kolonial secara bertahap 

menyerahkan perekonomian kepada pihak swasta.  

Berlakunya Undang-Undang Agraria 1870 adalah akibat dari 

perkembangan paham liberal di Kerajaan Belanda. Berkembangnya liberalisme di 

Kerajaan Belanda tidak terlepas dari perubahan kondisi politik di Eropa. 
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Liberalisme mulai tumbuh subur di Eropa pada abad ke 19 dan dianggap sebagai 

paham yang paling sesuai untuk diterapkan oleh negara-negara yang menjunjung 

tinggi kebebasan. Berkembangnya paham ini dipicu oleh terjadinya Revolusi 

Prancis, yang berhasil menggulingkan kekuasaan absolut raja Louis XVI pada 

tahun 1789. Keluarnya Undang-Undang Dasar 1791 di Prancis menjadi awal 

pengakuan atas kebebasan individu, seperti kebebasan untuk berbicara dan 

menulis, kebebasan memeluk agama, kebebasan berpolitik dan kebebasan bekerja. 

Poin kebebasan bekerja menjadi tonggak awal dari munculnya gerakan liberalisasi 

ekonomi yang diikuti dengan dihapuskannya monopoli perdagangan, 

dihormatinya hak milik atas tanah dan kebebasan dalam penggunaannya (Malet 

dan Isaac, 1989: 44).  

Paham liberal masuk ke Kerajaan Belanda pada awal abad ke 19 dengan 

tokohnya yaitu G. K. Van Hogendorp. Masuknya ideologi liberal memberikan 

pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan Kerajaan Belanda, baik dalam politik 

maupun ekonomi. Namun pada masa ini, liberalisme hanya sedikit memberikan 

pengaruh terhadap kebijakan raja William. Kekuasaan besar tetap dipegang oleh 

raja William seperti wewenang menyatakan perang dan damai, manajemen 

keuangan, kontrol eksklusif atas koloni-koloni dan mentri negara 

bertanggungjawab terhadapnya (Furnivall, 2009: 88). 

Perubahan berarti yang ditimbulkan oleh paham liberal terjadi pada tahun 

1860, dimana menguatnya dominasi kaum Liberal dalam parlemen Belanda. 

Kaum Liberal berhasil mengimbangi kaum Konservatif dan berhasil menduduki 

posisi penting di dalam parlemen Kerajaan Belanda. Sebagaimana yang 
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diungkapkan oleh Furnivall (2009: 174) bahwa “Pada tahun 1860 dan 1861 

pemimpin Konservatif mengangkat Liberal untuk memimpin Kantor Kolonial”. 

Beralihnya kontrol negara kolonial kepada kaum Liberal, memberikan 

pengaruh yang besar terhadap kebijakan pemerintah kolonial. Secara bertahap 

mereka melakukan perubahan-perubahan kebijakan menuju liberalisasi ekonomi 

di negara-negara jajahannya termasuk Hindia Belanda. Seperti yang diungkapkan 

oleh Burger (1962: 207) bahwa “Hal ini berarti pula berobahnja politik kolonial 

jang didjalankan antara tahun 1850 dan 1860...”. 

Kaum liberal yang mengusung azas kebebasan dalam kebijakannya ingin 

menggantikan azas paksaan yang sebelumnya dijalankan oleh pemerintah 

kolonial. Mereka berpendapat bahwa kegiatan ekonomi di Hindia Belanda harus 

ditangani oleh pihak swasta. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Burger (1962: 

204) bahwa, “...pendapat ini pada pokoknya pemerintah harus mendjauhkan diri 

dari tjampur tangan dalam kehidupan ekonomi”.  

Dalam hal ini kewenangan pemerintah kolonial hanya mengawasi saja, 

tidak boleh campur tangan dalam bidang ekonomi. Pemerintah dilarang ikut 

campur dalam perekonomian secara langsung, namun wajib menyelenggarakan 

fasilitas-fasilitas yang menunjang terhadap kemajuan ekonomi. Senada dengan 

pendapat Giersch (1961: 160) bahwa, “Beberapa orang dari mereka beranggapan 

bahwa kepada negara lebih banjak diserahkan tugas-tugas selain dari pada hanja 

memainkan peranan sebagai seorang pendjaga malam”.    

Kemenangan kaum Liberal atas Konservatif dalam parlemen diperoleh 

secara mutlak pada tahun 1870. Selain itu, dorongan yang kuat diberikan oleh 
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pengusaha-pengusaha besar Belanda yang berkeinginan menanamkan modalnya 

di Hindia Belanda. Sehingga pada tahun 1870 tanam paksa sebagai kebijakan 

ekonomi di Hindia Belanda sebelumnya dapat dihapuskan. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Poesponegoro dan Notosusanto (1993: 118) bahwa, “Oleh 

sebab itu, dan pula oleh adanya keinginan pihak swasta Belanda untuk memegang 

peranan utama dalam eksploitasi sumber-sumber alam Hindia-Belanda, akhirnya 

sekitar tahun 1870 Sistem Tanam Paksa dihentikan”. 

Pada tahun 1870 di Hindia Belanda dilaksanakan politik ekonomi liberal 

atau sering disebut “Politik Pintu Terbuka” (Open Door Policy). Pelaksanaan 

politik liberal ini ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Agraria dan 

Undang-Undang Gula. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Simbolon (2006: 

142) bahwa, “Dampak dari revolusi liberal hanya terasa lambat-laun di Nusantara, 

dan baru memuncak setelah keluarnya UU Agraria (Agrarische Wet) dan UU 

Gula (Suiker Wet) pada 1870”. 

Dengan kemudahan yang diberikan oleh Undang-Undang Agraria 1870 

dalam hal sewa dan jual beli tanah, maka para pemilik modal mulai berdatangan 

ke Hindia Belanda dan menanamkan modalnya dengan membuka perkebunan-

perkebunan. Menurut Wiyanarti (2007: 154) “Undang-Undang Agraria yang 

identik dengan liberalisasi ekonomi pada kenyataannya berintikan kegiatan 

perkebunan swasta”. Pihak swasta melakukan sewa tanah secara besar-besaran 

dan dalam jangka waktu yang cukup lama dibeberapa daerah Hindia Belanda yang 

menunjang terhadap ekonomi perkebunan.  
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Salah satu jenis perkebunan yang berkembang pesat dengan masuknya 

modal swasta ke Hindia Belanda adalah adanya perkebunan teh. Menurut Tim 

Telaga Bakti Nusantara (1997: 15) “...pada akhir abad ke 19 di Indonesia masing-

masing telah ada 100 perkebunan teh dan 82 perkebunan kina walaupun sebagian 

besar ada di Jawa Barat”. Jawa Barat dijadikan daerah perkebunan teh 

dikarenakan kondisi geografisnya yang menunjang. Sebagian besar daerah Jawa 

Barat merupakan dataran tinggi dan memiliki gunung-gunung berapi sehingga 

kondisi tanahnya subur. Kondisi geografis ini cocok bagi tanaman teh dan 

menghasilkan komoditas teh yang unggul. Sebagaimana yang diungkapkan 

Setiawati dan Nasikun (1991: 33) bahwa, “Tanaman teh berasal dari daerah 

subtropis, karenanya teh harus ditanam di lereng-lereng gunung. Ketinggian 

tempat yang ideal biasanya antara 450-1.200 meter diatas permukaan laut”.  

Daerah Bandung adalah salah satu penghasil teh utama di Karesidenan 

Priangan selain Cianjur. Besarnya kontribusi teh daerah ini tidak terlepas dari 

penanaman teh yang berkembang di wilayah pegunungan Bandung sejak tahun 

1870. Menurut Hardjasaputra (2000: 128) bahwa “Akibat keluarnya Undang-

Undang Agraria, banyak pengusaha Eropa yang membuka perkebunan (kina, teh, 

dan karet) disekitar kota Bandung”.  

Salah satu wilayah persebaran perkebunan teh di Bandung adalah daerah 

Bandung Selatan. Pertumbuhan pesat perkebunan teh milik swasta di daerah 

Bandung Selatan terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Agraria 1870. 

Persebaran perkebunan teh di Bandung Selatan hampir ada disemua distrik, 

seperti distrik Banjaran, distrik Majalaya, dan distrik Cisondari (Mulyana, 2005: 
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196). Bandung Selatan merupakan daerah dataran tinggi yang subur dan terletak 

pada ketinggian 600 meter sampai 2.300 meter di atas permukaan laut dengan 

tingkat kelembaban udara yang rendah, menjadi faktor utama dibukanya 

perkebunan-perkebunan teh milik swasta. 

Perkembangan perkebunan teh di Bandung Selatan tidak bisa dilepaskan 

dari pengusaha swasta seperti K. A .R. Boscha, R. A. Kerkhoven, Van der Huchts 

dan keluarga Holle. Mereka dijuluki “Theeplanters” (penanam teh) atau “de 

Theejonkers van de Praenger”(para pangeran kerajaan teh di Priangan) oleh 

masyarakat dan pemerintah kolonial. Hal ini dikarenakan banyaknya keuntungan 

yang didapat oleh para “Theeplaters”, sehingga mereka bisa memperluas areal 

perkebunan dan mendapatkan kehidupan yang sangat mewah, bahkan melebihi 

kemewahan pejabat pemerintah kolonial (Kunto, 1984: 45).  

Perkebunan teh juga menghasilkan keuntungan yang besar bagi pemerintah 

kolonial. Keuntungan yang didapat oleh pemerintah kolonial berasal dari 

penerimaan pajak dan besarnya nilai ekspor teh. Perkembangan ekspor teh 

semakin meningkat (melihat diagram dari Setiawati dan Furnivall) dari tahun 

1870 yang hanya menghasilkan sekitar 3 ton dan pada tahun 1930 menjadi 71,9 

ton (Setiawati dan Nasikun: 1991; Furnivall: 2009). 

Beberapa alasan penulis meneliti penerapan Undang-Undang Agraria 1870 

di Hindia Belanda khusunya mengenai perkebunan teh di Bandung Selatan. 

Pertama, diberlakukannya Undang-Undang Agraria 1870 sebagai sebuah 

kebijakan yang liberal sangat menarik untuk dikaji. Dikarenakan Undang-Undang 

Agraria 1870 sebagai sebuah kebijakan sangat berbeda sekali dengan kebijakan-
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kebijakan pemerintah kolonial sebelumnya, dan hal ini melambangkan perubahan 

situasi politik di Kerajaan Belanda.  

Kedua, penulis ingin melihat perubahan yang terjadi pada perekonomian 

Hindia Belanda yang sebelumnya memakai sistem monopoli dan cultuurstelsel 

yang sudah jelas mendatangkan keuntungan yang besar bagi kas Belanda. 

Diberlakukannya Undang-Undang Agraria 1870 merupakan bentuk keberanian 

dari pemerintah kolonial dalam hal pengelolaan sumberdaya alam Hindia Belanda 

dan peningkatan keuntungan.   

Ketiga, pasca diberlakukannya Undang-Undang Agraria 1870, modal 

swasta mulai masuk ke Hindia Belanda dalam bentuk pembukaan perkebunan-

perkebunan, salah satunya adalah perkebunan teh. Pengusaha swasta merupakan 

pelaku ekonomi baru dalam perekonomian di Hindia Belanda. Meskipun sebagai 

pelaku ekonomi baru, para pengusaha swasta langsung mendapatkan peranan 

yang penting dalam perekonomian di Hindia Belanda. Penulis ingin melihat 

seberapa penting kontribusi pengusaha swasta dalam perekonomian Hindia 

Belanda pasca 1870.  

Keempat, Undang-Undang Agraria adalah kebijakan yang diberlakukan 

diseluruh jajahan Belanda. Oleh karena itu, penulis merasa harus menentukan 

daerah kajian dengan tujuan supaya pembahasan dalam skripsi ini tidak meluas. 

Bandung Selatan sebagai salah satu daerah di bawah kekuasaan pemerintah 

kolonial sudah barang tentu merasakan dampak dari diberlakukannya Undang-

Undang Agraria 1870. Penulis ingin melihat bagaimana penerapan Undang-

Undang Agraria 1870 serta dampaknya terhadap wilayah Bandung Selatan.   
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Keterkaitan antara penerapan Undang-Undang Agraria 1870 sebagai dasar 

hukum masuknya pengusaha swasta di Bandung Selatan sangat menarik untuk 

dikaji lebih dalam. Mengingat pengetahuan penulis, sedikit sekali hasil penelitian 

maupun tulisan tentang sejarah Bandung yang dikaitkan dengan segi ekonomi. 

Selain itu, penulis sebagai mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah merasa 

terpanggil untuk melakukan suatu penelitian berkaitan dengan penerapan Undang-

Undang Agraria 1870 di daerah Bandung Selatan.       

Berangkat dari alasan yang penulis paparkan di atas, timbulah keinginan 

untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai dinamika yang ditimbulkan oleh 

Undang-Undang Agraria 1870 terhadap perkembangan perkebunan teh di 

Bandung Selatan 1870-1929. Dengan demikian, judul yang penulis ambil adalah 

“Undang-Undang Agraria Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Perkebunan 

Teh Di Bandung Selatan Tahun 1870-1929”. 

 

1.2 Rumusan dan Batasan Masalah 

Dalam skripsi ini yang menjadi masalah utama adalah “Bagaimana dampak 

dari kebijakan Undang-Undang Agraria 1870 terhadap perkembangan perkebunan 

teh di Bandung Selatan?” 

Sementara untuk membatasi kajian penelitian ini, maka diajukan beberapa 

pertanyaan sekaligus sebagai rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi 

ini adalah: 

1. Bagaimana latar belakang keluarnya Undang-Undang Agraria 1870? 
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2. Bagaimana dampak Undang-Undang Agraria 1870 terhadap masuknya modal 

swasta asing ke Hindia Belanda? 

3. Bagaimana dampak dari Undang-Undang Agraria terhadap perkembangan 

perkebunan teh di daerah Bandung Selatan tahun 1870-1929? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan dan pembatasan masalah yang telah dibahas pada 

poin sebelumnya, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah: 

1. Menjelaskan latar belakang keluarnya Undang-Undang Agraria 1870. 

2. Mendeskripsikan dampak Undang-Undang Agraria 1870 terhadap masuknya 

modal swasta asing ke Hindia Belanda.  

3. Menjelaskan dampak dari Undang-Undang Agraria terhadap perkembangan 

perkebunan teh di Bandung Selatan tahun 1870-1929. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan mengkaji pembahasan mengenai “Undang-Undang Agraria dan 

Dampaknya Terhadap Perkembangan Perkebunan Teh Di Bandung Selatan Tahun 

1870-1929”, terdapat beberapa manfaat yang dirasakan penulis, diantaranya 

adalah:  

1. Memperkaya penulisan mengenai sejarah perekonomian Indonesia pada masa 

kolonial, terutama pada akhir abad 19. 

2. Memberikan kontribusi dalam penelitian sejarah mengenai penerapan 

kebijakan Undang-Undang Agraria 1870. 
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3. Memberikan gambaran mengenai perkembangan perkebunan teh khususnya di 

Bandung Selatan 1870-1929.  

 

1.5 Definisi Istilah 

Permasalahan yang penulis kaji dalam penulisan skripsi ini mengambil 

judul “Undang-Undang Agraria dan Dampaknya Terhadap Perkembangan 

Perkebunan Teh Di Bandung Selatan Tahun 1870-1929”. Adapun penjelasan 

istilah-istilah yang terdapat di dalam judul tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Agraria 

Undang-Undang Agraria adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur 

sistem pertanahan disebuah negara. Di Indonesia, Undang-Undang Agraria 

pertama kali muncul pada tahun 1870 ketika masa penjajahan Belanda. Menurut 

Setiawan (2008: 400) menjelaskan bahwa, “Ketika penjajah bercokol, hukum 

agraria yang diberlakukan secara efektif bersumber pada sebuah undang-undang 

yang disebut Agrarische Wet” (1870). 

Segala peraturan mengenai sistem pertanahan di Hindia Belanda seluruhnya 

diatur oleh Undang-Undang Agraria, mulai dari hak kepemilikan atas tanah 

sampai mekanisme penyewaan tanah oleh pihak swasta. Hal ini senada dengan 

pendapat Simbolon (2006: 148): 

      “UU Agraria mengakui sistem hak milik Bumiputera atas tanah; melarang   

pengalihan hak Bumiputera atas tanah kepada orang asing, tetapi 

memperbolehkan penyewaan selama 5-20 tahun; memberikan kebebasan bagi 

modal swasta untuk menyewa tanah dan tenaga kerja; semua tanah yang tidak 

merupakan hak milik Bumiputera dikuasai pemerintah dan dapat 

menyewakannya sampai 75 tahun lamanya”. 
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Munculnya Undang-Undang Agraria pada intinya adalah peralihan menuju 

sistem ekonomi liberal dengan berazaskan kebebasan. Penguasaan sumber daya 

alam sebelumnya dikuasai oleh pemerintah kolonial yang tercermin dari kebijakan 

tanam paksa mulai ditinggalkan dan beralih dengan melibatkan pihak swastsa 

dalam pengolahan sumber daya alam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Caldwell dan Utrech (2011: 73) bahwa, “Hukum Agraria 1870 menghapuskan 

larangan terhadap pewarisan kontrak dan dengan demikian meratakan jalan bagi 

pelaksanaan perkebunan swasta berskala-besar”.  

2. Dampak 

Definisi dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 290) 

yaitu, “pengaruh kuat yang mendatangkan akibat”. Dalam skripsi ini yang 

dimaksud dengan dampak adalah dampak ekonomi, bagaimana pengaruh suatu 

penyelenggaran kegiatan terhadap perekonomian. Penulis ingin memperdalam 

akibat yang ditimbulkan oleh Undang-Undang Agraria 1870 terhadap sistem 

pertanahan di Hindia Belanda sehingga berkembangannya perkebunan teh di 

Bandung Selatan. 

3. Perkembangan 

Definisi perkembangan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 

662) yaitu, “perihal berkembang”. Maksud dari perkembangan dalam skripsi ini 

adalah bagaimana perkembangan perkebunan teh di Bandung Selatan setelah 

diberlakukannya Undang-Undang Agraria 1870. 
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4. Perkebunan 

Perkebunan adalah jenis usaha berupa penglolahan tanah untuk ditanami 

salah satu jenis tanaman dengan jumlah yang banyak dan tanah yang luas serta 

berada di daerah tertentu. Sedangkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 

Tentang Perkebunan, mendefinisikan perkebunan sebagai berikut:  

  “Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu 

pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, 

mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan 

bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk 

mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat”.  

 

5. Bandung Selatan 

Bandung merupakan ibukota Karsidenan Priangan sejak 1864 setelah 

dipindahkan dari Cianjur. Perpindahan ini berdampak terhadap ekonomi dengan 

dijadikannya Bandung sebagai pusat perekonomian di Karesidenan Priangan. Hal 

ini terutama terjadi setelah Undang-Undang Agraria 1870 disahkan, banyak 

pemodal swasta membuka hutan untuk mendirikan perkebunan-perkebunan teh 

terutama di daerah selatan Bandung (Hardjasaputra, 2000: 128). 

“Bandung Selatan (yang sekarang menjadi Kabupaten Bandung) secara 

geografis terletak pada koordinat 6
0
,41‟ sampai dengan 7

0
,19‟ Lintang Selatan dan 

107
0
,22‟ sampai dengan 108

0
,5‟ Bujur Timur. Daerah Bandung Selatan memiliki 

karakteristik alam berupa dataran tinggi dengan ketinggian 600 meter sampai 

2.300 meter di atas permukaan laut” 

(http://bpmpbandung.blogspot.com/2011/05/gambaran-umum-wilayah-kabupaten-

bandung.html). Karakteristik Bandung Selatan yang berupa dataran tinggi dengan 

kelembaban udara yang rendah sangat menunjang bagi budidaya tanaman teh. 

http://bpmpbandung.blogspot.com/2011/05/gambaran-umum-wilayah-kabupaten-bandung.html
http://bpmpbandung.blogspot.com/2011/05/gambaran-umum-wilayah-kabupaten-bandung.html
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Sehingga pasca diberlakukannya Undang-Undang Agraria 1870, para pengusaha 

swasta membuka lahan-lahan perkebunan teh di Bandung Selatan.  

6. Kurun Waktu 1870-1929 

Tahun 1870 penulis jadikan sebagai awal periodisasi karena pada tahun ini 

Undang-Undang Agraria diberlakukan, yang menandai liberalisasi ekonomi di 

Hindia Belanda. Undang-Undang Agraria 1870 mendorong partisipasi swasta 

dalam mengolah sumber daya alam di Hindia belanda dengan mekanisme sewa 

tanah. Sedangkan tahun 1929 dijadikan sebagai akhir periodisasi karena pada 

tahun ini terjadi depresi ekonomi dunia. Hal ini sangat berpengaruh terhadap 

komoditi ekspor Hindia Belanda yang mengalami kejatuhan. Menurut Burger 

(1962: 16) bahwa, “Dalam tahun 1930 timbullah Depresi Ekonomi besar 

diseluruh dunia, jang mengakibatkan djatuhnya harga-harga pada semua sektor, 

diperketjilnya produksi ekspor dan merosotnya pendapatan rakjat”. 

 

1.6 Metode dan Teknik Penelitian 

Metode yang akan digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah metode 

historis yang merupakan suatu metode yang lazim dipergunakan dalam penelitian 

sejarah. Metode historis yaitu, suatu proses pengkajian, penjelasan, dan 

penganalisaan secara kritis terhadap rekaman serta peninggalan masa lampau 

(Sjamsuddin, 2001: 17-19). 

Adapun langkah-langkah yang akan penulis gunakan dalam melakukan 

penelitian sejarah ini sebagaimana dijelaskan oleh Ismaun (2005: 48-50), sebagai 

berikut: 
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1. Heuristik yaitu tahap pengumpulan sumber-sumber sejarah yang dianggap 

relevan dengan topik yang dipilih. Cara yang dilakukan adalah mencari dan 

mengumpulkan sumber, buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dikaji. Sumber penelitian sejarah terbagi menjadi tiga 

yaitu sumber benda, sumber tertulis dan sumber lisan. Topik yang penulis 

pilih berbentuk studi literatur sehingga sumber yang diambil merupakan 

sumber literatur. 

2. Kritik yaitu memilah dan menyaring keotentikan sumber-sumber yang telah 

ditemukan. Pada tahap ini penulis melakukan pengkajian terhadap sumber-

sumber yang didapat untuk mendapatkan kebenaran sumber. Kritik Sumber 

terbagi menjadi dua bagian yang pertama kritik eksternal dan yang kedua 

kritik internal. Sebagaimana yang disarankan oleh istilahnya, kritik eksternal 

ialah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek „luar‟ 

dari sumber sejarah (Sjamsudin, 2007:132). Kebalikan dari kritik eksternal, 

kritik internal sebagaimana yang disarankan oleh istilahnya menekankan 

aspek „dalam‟ yaitu isi dari sumber:kesaksian (testimoni) (Sjamsudin, 

2007:143). 

3. Interpretasi yaitu memaknai atau memberikan penafsiran terhadap fakta-fakta 

yang diperoleh dengan cara menghubungkan satu sama lainnya. Pada tahapan 

ini penulis mencoba menafsirkan fakta-fakta yang diperoleh selama 

penelitian. 

4. Historiografi yaitu tahap akhir dalam penulisan sejarah. Pada tahapan ini 

penulis menyajikan hasil temuannya pada tiga tahap sebelumnya dengan cara 
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menyusun dalam bentuk tulisan dengan jelas dengan gaya bahasa yang 

sederhana menggunakan tata bahasa penulisan yang baik dan benar.  

Dalam upaya mengumpulkan bahan untuk keperluan penyusunan skripsi, 

penulis melakukan teknik penelitian dengan menggunakan studi literatur, teknik 

ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang dapat menunjang penelitian.  

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi yang akan dilakukan oleh 

penulis adalah: 

BAB I, Pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan latar 

belakang masalah mengapa memilih tema ini. Selain itu, bab ini memuat rumusan 

masalah yang akan dibahas dan batasan masalah yang bertujuan agar pembahasan 

dalam skripsi tidak meluas dari garis yang diterapkan. Bab ini juga memuat tujuan 

penulis dan manfaatnya yang menjelaskan tentang hal-hal yang akan disampaikan 

untuk menjawab semua permasalahan yang telah ditentukan serta manfaat apa 

saja yang dapat diambil dari penulisan ini. Bab ini juga memuat definisi istilah 

sebagai penjelasan dari istilah pada judul yang penulis ambil. Bab ini juga 

memuat metode dan teknik penulisan yang bertujuan memberikan gambaran 

tentang bagaimana langkah-langkah penulis dalam menyusun skripsi, serta 

sistematika penulisan yang akan menjadi kerangka skripsi.  

BAB II, Tinjauan Pustaka dan Landasan Teoritis. Dalam bab ini dijelaskan 

mengenai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. 

Dijelaskan pula tentang beberapa kajian dan penelitian terdahulu mengenai 
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Undang-Undang Agraria 1870 dan perkembangan perkebunan teh di Bandung 

Selatan. 

BAB III, Metode Penelitian. Dalam bab ini diterangkan mengenai 

serangkaian kegiatan serta cara-cara yang ditempuh dalam melakukan penelitian 

guna mendapatkan sumber yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji 

oleh penulis. Diantaranya heuristik yaitu proses pengumpulan data-data yang 

dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Setelah heuristik dilakukan kritik yaitu 

proses pengolahan data-data yang telah didapatkan dari langkah sebelumnya 

sehingga data yang diperoleh adalah data yang reliable dan otentik, lalu 

interpretasi yaitu penafsiran sejarawan terhadap data-data yang telah disaring. 

Tahap yang terakhir yaitu historiografi yaitu merupakan hasil akhir dari penelitian 

dan dijadikan laporan sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah yang 

berlaku di UPI. 

BAB IV, Pembahasan. Pada bab ini membahas uraian mengenai 

penjelasan-penjelasan tentang aspek yang ditanyakan dalam rumusan masalah. 

Dalam bab ini penulis akan mendeskripsikan mengenai latar belakang munculnya 

Undang-Undang Agraria 1870 yang dijalankan oleh pemerintah kolonial. Dalam 

bab ini juga akan dijelaskan latar belakang masuknya penguasa swasta ke Hindia 

Belanda. Dalam bab ini juga dijelaskan bagaimana perkembangan perkebunan teh 

di Bandung setelah diberlakukannya Undang-Undang Agraria 1870.  

BAB V, Kesimpulan. Dalam bab ini akan dipaparkan beberapa kesimpulan 

sebagai jawaban pertanyaan yang diajukan serta sebagai inti dari permasalahan 
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pada bab-bab sebelumnya dan menguraikan hasil-hasil temuan penulis tentang 

permasalahan yang dikaji pada penulisan skripsi ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 


